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ABSTRAK

ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
Studi pada]Kttntor CaIInat Kecamatan】Ⅶedan Helvetia Kota rttedan

Nama
NPM

:Susi Agustina

:141801051
Progranl Stlldi :plagister Ad■linistFaSi Publk
Pembimbing I :Dro Wattio,MA
Pembilnbing II:Drso Kariono,DIA     ,

Etika、 termぉuk etka birobasi mempllnyai dlla fungsi,y腱 tu:ρθr″774,
sebagai pedoman,acuan re■ensi btti administrasi negara(birOkrtti publik)
dttalll mttalanktt tugab dan kぃ venallgam〕 ya agarthdよ枷 p dalam orgttsasi
tadi dinilai bdk,terptti,dan ddよ tercda Kedx,etika birokrasi seb錠激 standar
penilaian mengettai sifat,perilaku,dan tindakan birokasi publik dinil滅 baik,tidak

tercela dan terlDtti・ Etika birohasi dalalll pel町 饒an publil selalna ini belum
sepenuhnya dapat ttalank‐ all dengan bttk sesud dengm aturan dan standar ymg
telah diteta7pkall.Penditian ini bettjuan untuk mengetahui etika birohasi ddam

pelQ/anall publk dan menganalisis faktoF― faktor yang mentpengaFuhi peneFapan

etika birokrasi dalam pelayanan publik di Kecallnatan Helvetia Kota NIledan.

Penelitian ini dilakukan secara deskri■ if dengan mengambil sampel dari aparat

kecantan dan kelurahan sebttyよ 50 orallg dan sampel dari masyttht
sebttyよ 47 oran.O Hasil penelitian ini menu珂泳kan balll■7a Etika birokrasi dalaln

pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan ⅣIedan Helvetia Kota blledan yang
diukur dan, kёbe.naran ctruthn, kebaikan(goodness), kandahan(beauサ

);

kebebasan(libeJy),perSamaan(equaliサ ),keadilan GusucO,secara umum belllnl
sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik terutarlla yang berkaitan dengan aspek

kebenaran,  kebaikan  dan  keindahan.  Fakor― faktor  yang  mempenga血 i
pel滅〔sanaan etika birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Camat Kecarllatan

Medan Helvetia Kota h/Fedan adalall i fakor kepellllllmpinan dan sumberdり a.

Dari kedua faktor yang beFhubungan tersebut faktor sttberdaya lnanusia yang

berktttan dettan kemampuan dan keteranlpilan mentilib inょ at signi■ kansi
yang sangat wata ttau sallgat signiflkan terhadap kintta pelttallan publik.

Perbtthn dari fakor‐ faktOrフmg melnpengaruhi kintta pettanan terutam
peningkatan dall penyempllmaall pada aspeki bllnampuan dan keterampilan,

sistem dan prosedur pelayan, fal■ or organisasi, penga、 vasat konsistensi aparat

birokrasi ddaln pelayanan serta faktor komllmkasi,hal‐ hal tersebut diatals」 om
secara linear rnenaikkan kualitas pelayanan kepada rnasyarakat.

Kata Kuncil etika birohasi,pelι yanall publik.
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ABSTRACT

ETⅢCS OF BllIREAUCRACY IN PUBLIC SERⅥ CE
Study at Sub Dist」 ct Ofrlce Medan Helvetia ⅣIedan

Name
NPM

:Susan Agustina
:141801051

Stlldy Proglarlll :PIaster of Public Adnlinistration

Supenisor I  :DL Ⅵ′a町 lo,IIA
Supenisor Ⅱ  :Dぉ.Kal・ iono,ⅣIA

Etllics,including bureaucratic ethics,have ivo inctions:flrst,as a guide,

reference,reference for state adllunistrttion(publiC bureaucraり in Catting out
its duties and authorities so tllat its actiOllls in the orgamzation are judged good,

praise、vorthy and llnde■ led. Secondl】 ら bureaucratic ethics as a standard of
judttent about the nature,behttior,and acuollls of the public bureaucracy is

considered goOd,not blame、 vordv and praise、 vorthy. 1「 he bllreaucratlc edlics in
public service so far has not been allly executed in accordance 、vith the
established rules and standards. This study ailns to deterlme the ethics of

bureaucF"y in pubhc seF宙 Ce and analyze the factors that蜘肛uence the appHc“ On
of bureaucratic ethics in public sewice in District Helvetia blledan Ciサ .■iS
research was cOnducted descnptively by taHng samples from subdist五 ct and
宙1lage apparatus as ntuch as 50 p∞ ple and salnples iЮ m the colllunluliサ Of 47
people.The restllts of this study indicate that bureaucratic ethics in public seⅣ ice
in Sub―Dist五ct Offlce of Medan Helvaia Medan Cib7 is measured iott truth,
goodness,beauサ ,libe■光 equaliサ ,)ち iil general not y℃t fully able to perfoIIn well,
especially related to aspects oftmth,goOdness and beauサ .Factors inttuencing the

irnplementation Of bureaucratlc etllics in public sen7ice at卜 Iedan E)istrict Head

orlce Helvetia Medan are leadership and resollrce factors.Of the two related

factors, the human resources factors related to ability and skills have a vew

signiicant or vew Sig」 icant level of sigllincance to tlle performance of public

sewices. IntpFOVelllent of the factors that affect the perf0111lance of tlle seⅣ ice,

especidly the improvement and improvemelltin aspects:skills and skHls,systems

and procedllres sttallts,organizatiOnal factors,supeⅣ isioL cOnsistency of
bureaucratlc apparatus lll serViCe and comumcation factors, the things
mentioned above宙 11 linearly improve the qualiサ ofserViCe to the comllltlniサ

rの秘りras:bureaucratic ethics,public service
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BABI              

‐

PENDAHULUAN

l.1。Latar Belahng Penelitiall

Birokrasi mcrupakan insmmen penting dalam masyarakat yang

kehadimmya tidak mungkin terelakkan.BiЮ hsi adalah sebuah konsckuensi

logis dari ditermanya suam astlmsi bahwa negara mempunyal k瀬 、iban mulia

yaitu unmk mensttahterakan rakyatnya melalui media birokrasioSё bagai

"翻
judan daFi keWaiiban tersebut maka negara dituntut llntuk terlibtt langsung

menyediakan barang dan jasa publk yang diperlukan oleh Fakyatnyao Negara

secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya,bahkan jika peJu negara

yang memutuskan apa yang terbak bagi rakyatnyaoDalam rangka itulah,maka

negara lllembangun suatu Jstem admhistrasl yang詭 珂 uan llntuk melayani

kepentingan Fakyatnya yang disebut dengan istilah birobsi.

Sekalipun tingkat soshi dan ekonomi suatu masyarakat tiah

meningkat peran pemerlntah"tap dipcrlukan llntuk melaksanakan fungsi

regulast a10kast diStrb“ i,pelayanan dan pemberdayaan lnasyarakat.Fungsト

hgsl ini haFuS dilaksanabn oleh pemeFintah agar tempai keadilan dan

pemerataan dalam mぉy額山 thti pemerintahan adalah sistem bhttmsi yang

diharapkan dapat menJdankan peramya secara opimal melalui ingsi‐ fungsi

tersebut.Dalaln keryat田 囲町亀 kebendaan bironsi pemeHntah se五 nl非ali

dipandang secara dikotomis, selain dibutuhkan untuk melaksanakan trusan

pelntthttm schaFinhari,い ijuga serlngkali dianggap sebagai sistem yang
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menyebabkan jalannya pemerintahan dan layanan publik tersendat dan bertele-

tele.

Masalah tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang

dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun

telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di

Indonesia adalah masalah moralitas.Etika sering dilihat sebagai elemen yang

kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik.Padahal, dalam literatur tentang

pelayanan publilq etika merupakan salah satu elemen ),ang sangat menentukan

kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik

itu sendiri.

Berbicara tentang Etika Birokrai (Penyelenggara Negara) dewasa ini

meqiadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur

yang bersih dan berwibawa.Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini

banyak aparat penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugasnya sering

melanggar aturan main yang telatr ditetapkan. Etika Penyelenggara Negara dalam

penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas

aparat penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu

sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan , yaitu fungsi pelayanan,

fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi

berbicara tentang Etika Penyelenggara Negara berarti kita berbicara tentang

bagaimana aparat penyelenggara tersebut dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestiny4 yang
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pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur

untuk ditaati dilaksanakan.

kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau

norma-nofina yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik

(Kumorotomo (1996). Di [ndonesi4 etika birokrasi merupakan bagian dari aturan

main dalam organisasi birokrasi atau pegawai negeri yang secara struktural telah

diatur aturan mainnya, dan dikenal sebagai "Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

(PNS)". Adapun dasar hukum ditetapkannya etika PNS adalah (l) Uadang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Q) Undangundang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas

KKN, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil. (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan

Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Tantangan besar yang kini

dihadapi pemerintah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang memiliki

sikap mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watah keluhuran budi,

dan berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan moraln khususnya keadilan.

OIeh karena itq setiap aparat birokrasi wajib rnemahami asas-asas etis yang

bersumber pada berbagai kebajikan moral, kemudian membina diri sehingga

sungguhsungguh menghayati asas-asas etis itu, dan terakhir benar-benar

menerapkannya sebanyak mungkin dalam tindakan jabatannya (The Liang Gie,

leer).
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Berkaitan dengan kondisi di atas, salah satu agenda kebijakan reformasi

sebagaimana dinyatakan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor XIMPR/1998, tentang Pokok-Pokok Reformasi

Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional

Sebagai Haluan Negar4 diantaranya mengamanatkan agar menyiapkan sarana dan

prasarana, program aksi dan perundang-undangan bagi tumbuh dan tegaknya etika

penyelenggara negara. Kemudian ditegaskan kembali dengan ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIiI,IPR/2001, tentang

Etika Kehidupan Berbangsq diantaranya mengisyaratkan perlunya untuk

mengakiualisasikan etika kepemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan

bemegara, yang mengacu pada cita-cita persafuan dan kesafuan, ketahanan,

kemandirian, keunggulan dan kejayaan rerta kelestarian lingkuugan yang dijiwai

nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhurbudaya bangsa.

Amanat yang ditegaskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesial di atas, melatar belakangi perlunya men)nrsun

instrumen hukum dalam bentuk ketentuan undang-undang yang sifatnya

mewadahi dan memformulasikan nilai-nilai moral, pinsip dan nonna-norma dasar

etika serta mekanisme penegakan etika penyelenggara negara.

Etika penyelenggara negara (birokrasi) terus dikembangkan dalam

penyelenggaraan negara dengan dicantumkannya dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 pada salatr satu misi, yaitu:

"mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja yang transpararS akuntabel,

pekA dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat di seluruh

4
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wilayah negara Indonesia", selain itu juga pada Bab II tentang Arah Kebijakan

Pembangunan point (d), yaitu: "Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta

pengstahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip

good governance", dan pada Bab III tentang Progtam Pokok Pembangunan point

(1), yaitu: Program Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang baik (Good

Govemance), tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi dan

menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta untuk

menciptakan etika birokrasi dan budaya kerja yang baik".

Dalam pelayanan publitq perbuatan melanggar moral atau etika sulit

ditelusuri dan dipersoalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang

orang "membuka rahasia" atau mengancam mereka yang mengadu. Sementara itu,

kita juga menghadapi tantangan ke depan semakin berat karena standard penilaian

etika pelayanan terus berubah sesuai perkembangan paradigmanya. Dan secara

substanti{, kita juga tidak mudah mencapai kedewasaan dan otonomi beretika

karena penuh dengan dilema. Karena itu, dapat dipastikan bahwa pelanggaran

moral atau etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus meningkat.

Gejala patologi (penyakiQ birohasi tersebut telah lama menggerogoti

sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia.Patologi birokrasi merupakan sesuatu

yang kompleks, karena memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek

organisasional, baik yang menyangkut struktur maupun kultur.Bentuk-bentuk

patologi dan berbagai penyebabnya pada dasamya dapat diidentifikasi, namun

terapi atau solusi untuk mengatasinya bukanlah suatu hal yang mudah.Hal ini

seperti yang dialami di Indonesia dimana reformasi birolaasi telah lama

5
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dilakukan oleh pemerintah, namun sampai saat ini sistem birokrasi belum mampu

mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Identilikasi terhadap bentuk-bentuk patologi birokrasi telah dilakukan

oleh beberapa pakar administrasi, seperti yang akandiuraikan secara rinci pada

bagian tinjauan pustaka. Beberapa pemikiran yang berkaitan dengan itu antara lain

Caiden(dalam Jurnal Public Administration Review Vol. 51 No.6, hal. 492) yang

secara alfabetikal merinci adanya 175 penyakit dalam organisasi termasuk

birokrasi. Demikian jugahalnya dengan Siagian yang mengidentifikasi bentuk-

bentuk patologi ke dalam lima kategori kelompolq yaitu: (l) Patologi yang timbul

karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi;(2)

Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan

keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional; (3) Patologi

yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4)Patologi yang

dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau

negatif; (5) Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai

instansi dalam lingkungan pemerintahan(Siagian, I 994:36).

Berkaitan dengan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan

kesejalrteraan ralqyat, birokrasi publik tentunya memberikan konhibusi yang

sangat besar, karena semua yang termasuk dalam lingkup penyelenggaraan negara

tidak terlepas dari koteks public sertice dan public affairs,Barang dan jasa publik

hendaknya dapat dikelola secara efisien dan efektif.Sedangkan konsekuensi dari

pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab birolcrasi. Dengan demikian peran

6
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pemeFintah yang sangat strategis teFSebut akan banyak ditopang oloh bagalmana

birOnsi publik nlampu lnelabnakan tugas dan ingsmya.

Tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana mereka

malnpu melaksanakan keglatan secara cisicn dan efektit karCna sclama ini

birokrasi diidentikkan dengan kineJa yang bcrbclit―bclL Strubr yang terlalu

besarp penuh dengan kolusi,korupsi dan nepotisme,serta tidak ada standar yang

pattioSttllmlah patologi birokrasi teぉ ebut mettadi hamlatan yang sangat bcrarti

dd〔m ran3ka pe―Judan suatu pelayanan yang memuaskan masyarakat.Atas

dasar itulah sehingga birobsi hdonesia sangatjauh d“ apa yang disebut ga″

gaッθ"
Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik secara garis bcsar

ditentukan olch 3 Ktig→ a,pet yaitu:bagaimana pola penyeLnggaraannyち

dukungan sllmber daya manusia dan kelcmbagaan(organiSas〕 .Berdasarkan

ketiga aspek teぉ ebut maka penelidan ini akandiarahkan untuk menょ 可i aspek

sumber“ ya llllanusia dengan penekanan pada peHlaku aparat birokrasi dalam

pelayallall publ懇ちterutama perilaku yang berisifat patobgis.Perilaku biromsi

ya2ng bersifat patologis bukanlah merupakan hal yang berdiri sendi五 ,tetapi

merupakan hasil interaksi antara berbagai aspeL scpcrti sntur biЮ krasi,sem

berbagal aⅢk yang tta ddalln Hngkuttm,terutama attek bdaya9"血 aspek

penerapan teknologi, tem・tama teknologi infomasi sebagai penunJang dalam

pembeFian layanan.

Berb電 djenis atau bentukpenyakit birokrasi yang sudah sangat dikenal

dan dirasakan masyarakat antara lain ketika setiap mengurus sesuatu di kantor
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pemerintah merasakan prosedur yang berbelit-belit, lamban atau membutuhkan

waktu yang lamL membutuhkan biaya yang besar termasuk biaya-biaya

tambahan, pelayanan yang kurang ramah, terjadinya praktek kolusi, korupsi dan

nepotisme, dan lain-lain.Menghadapi berbagai penyakit birokrasi tersebut

menyebabkan kinerja birokrasi sampai dewasa ini belum menunjukkan perubahan

yang signifikan.

Belum optimalnya perubahan pada tubuh biro*rasi dikarenakan secara

internal masih menghadapi beberapa kendala antara lain; Pertama, dalam sudut

pandang aparatur birokrasi, terutama pola karier tklak berjalan dengan semestinya

yaitu masih banyak penempatan pejabat tidak menggunakan prinsip "browledge

and basic competention", tetapi lebih kental dengan orientasi kedekatan atau

nepotisme. Kedua perkembangan dervasa ini cenderung semakin marak praktek

"politisasi birokrasi", menyebabkan terjadi disorientasi terhadap professionalisme

dan kompetensi.Ketiga, desain organisasi pemerintaban masih ceud0rung

berbadan gemuk, sehingga tidak efisien dan efektif .Keempa! struktur organisasi

pemerintahan yang kecil dan rampaing, berbentuk "flat" yang lebih

mengandalkan keahlian dan kompetensi sebagai tenaga fungsional, sampai saat ini

belum juga dilaksanakan sebagai kebijakan nasional dalam reformasi birokrasi

bidang kelembagaan.Kelim4 seiring dengan arah kebijakan perbaikan renumerasi

pegawai" belum menunjukkan keseriusan pemerintah menetapkan perubahan

renumerasi di setiap unit instansi pemerintah. Keenam, penataan alokasi fasilitas

kerja pada semua jabatan negeri secara adil dan merata, belum meqiadi landasan

8
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kebijalCIn yang komprehensif dalam mengelola sumber daya aparatur yang

profesional dan kompetens (Istianto,20l | :l 43).

Citra buruk birolaasi juga terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan

Polrtical and Ecornmic Risk consultarrcy (PERC) yang berbasis di

Hongkong.Hasil penelitian lembaga ini menilai birokrasi Indonesia termasuk

terburuk dan belum mengalami perbaikan berarti(soebhan, 2000). Demikian juga

penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan UGM tentang kinerja pelayanan

publik dengan menggunakan sejumlah variabel, yaitu keadilan {equity),

responsivitas, efisiensi pelayanarl suap dan rente birokrasi (Dwiyanto, dkh 2003).

Hasil Goad Governance Surttey 2002 yang dilakukan oleh UGM tersebut dapat

digunakan untuk menggambarkan kondisi pelayanan publik di lndonesiayang

masih sarat dengan kepentingan birokrasi. Birokrasi kita rnasih cenderung

dilayani daripada melayani.

Penelitian lain tentang birolrasi, yaitu; Budaya pahon-klien terhadap

perilaku birokrasi di daerah dilakukan oleh Kausar A.s (2006) menunjukkan

bahwa budaya patron-klien sangat mempengaruhi kinerja birokrasi pemerintah

daeralu utamanya memperlemah kinerja birokrasi dengan perilaku birolaasi yang

menyimpang. Penelitian yang senada dengan itu dilalokan oleh priyo Budi

santoso (1993) dan Masson c. Headly (2006) memiliki kesimpulan yang sama

bahwapenyelenggaraan birolnasi di Indonesia sejak zarfian kerajaan, sampai

zaman pemerintahah Orde Lama dan Orde Baru dan ditambahkan oleh Massorl

sampai era reformasi belum menunjukkan perubahan, yaitu "corak birokrasi yang

feodalistik"(Istiantq 20 | I :7 5).
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Penelitian yang berkaitan dengan patologi birokrasi dilakukan oleh

Monsod (2008) terhadap birokrasi pemerintah di Philipina.Hasilnya menunjukkan

bahwa birokrasi pemerintah Philipinamemiliki tiga frtur bureau-pathologt.

Pertama tidak ada kejelasan konhol atas jabatan: mana yang tunduk pada

kewenangan prerogatif presiden, penunjukan politis dari kongres, dan sistem

karir. Kedua, struktur insentif moneter dan non-moneter tidak berbasis kontribusi.

Ketiga, kurangnya transparansi dalam peran dan kewenangan penasehat presiden,

tidak ada kerangka acuan kerja yang jelas, dan tidak ada kerangka akuntabilitas

terhadap entitas lain di luar kepresidenan.

Penelitian yang masih berkaitan dengan patologi birokrasi pelayanan

publih yaitu studi Etika Pelayanan Publik (I wayan Sudana, dklq 2009) yang

dilakulea di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.Hasil

penelitian ini menu4iukkan adanya ketidakpuasan masyarakat yang dibuktikan

dengan beberapa fenomena pemberian pelayanan seperti tindakan aparat yang

mengharapkan balas jasa, adanya penyalahgunaan wewenang menghindar dari

tanggung jawab, pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkaru dan munculnya

diskriminasi dalam pelayanan.

Hal yang samajuga terjadi pada instansi pelayanan pertanahan di kantor

BPN @wiyanto, dklq 2008:193). Berdasarkan observasi, terlihat bahwa aparat

sangat membedakan dalam memberikan sapaan kepada masyarakat pengguna

jasa. Berdasarkan hasil observasi ini, sekitar 30 persen masyarakat pengguna jasa

di Sumatera Barat, Daerah lstimewa Yoryakartq dan Sulawesi Selatan pernah

mengalami dislaiminasi pelayanan yang dilakukan oleh aparat birolaasi.Salah

10
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satu imbas dari perilaku birokrasi tersebut adalah adanya kecenderungan

penggunaaan perantara dalam menerima layanan. Berdasarkan data GDS 2006

@wiyanto, 20ll: 89) menunjukkan prosentase warga yang menggunakan

perantara pada saat mengurus pelayanan untuk mendapatkan Surat Izin

Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sertifikat Tanah,

ternyata jenis pelayanan yang disebutkan terakhir memperlihatkan prosentase

yang lebih tinggi, yaitu di Jawa mencapai 57, 50Ys dan 66,50Yo untuk luar Jawa.

Berkaitan dengan kualitas pelayanan publilq Business Digest sebagai

salah satu lembaga survey ekonomi independen yang hasil penelitiannya dilansir

majalah ekonomi SWA Sembada edisi Juni 2013 (Maji{ 2013:105-7), dimana

Medan menempati rangking kw25 dxi 50 kota di Indonesia dalam hal kekayaan

atau sumber daya. Artinya, Iembaga ini melihat Medan memiliki potensi yang

besar untuk terus berkembang secara cepat dan memiliki pertumbuhan eknomi

yang tinggi. Tetapi Medan hanya menempati rangking 2l dari 25 kota yang

disurvei sebagai daerah yang menarik untuk investasi. Hal ini ternyata disebabkan

oleh masalah kualitas pelayanan publik.

Salah satu titik layanan publik dalam lingkup Kota Medan yang juga

tergolong krusial, yaitu pelayanan adminisfiasi publik.Fenomena menarik yang

menjastifilcasi adanya masalah layanan publik adalah adanya kecenderungan

mayarakat yang membutuhkan layanan lebih memilih menggunakan perantara

ketimbang mengurus secara langsungke tempat pelayanan sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data GDS 2006, seperti yang telah

disebutkan di atas merupakan suatu hal yffig menarik untuk

11
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dikembangkan.Kecendemngan penggunaan perantara dalam pemberian layanan

adminsitrasi pertanahan memberikan isyarat adanya masalah dalam pelayanan

tersebut. Berkaitan dengan ini berbagai pertanyaan bakal muncul, misalnya siapa

yang menjadi perantara?, apakah penggunaan perantara akan mempercepat pros€s

layanan?, Apakah penggunaan perantara tidak merusak mekanisme tatanan

administrasi penyedia layanan?, dan bagaimanan nasib masyarakat yang tidak

mampu menggunakan perantara?, serta masih banyak pertanyaan yang akan

dikembangkan dalam penelitian ini untuk mengungkap berbagai sisi yang menjadi

celah terjadinya patologi birokrasi.

Secara teoritis maupun praktis, penggunaan perantara dalam berbagai

jenis pelayanan berpeluang melahirkan patologi birokrasi, meskipun dari satu sisi

pihak pengguna layanan dengan dan pemberi Iayanan memperoleh keuntungan

secara timbal balit namun disisi lain akan merugikan pengguna jasa yang lain

yangtidakmenggunakanperantara. Fenomena ini membuktikan bahwa dari

berbagai jenis layanan publik, maka pelayanan publikdi Kantor Kecamatan

Helvetia Kota Medan tetap menarik untuk diteliti. Apalagi terhadap setting

penelitian birokrasi pelayanan adminishasi, dimana pada umumnya peneliti lebih

cenderung mengkaji obyek ini dari perspektif etika birokrasi, dengan

memperhatikan dimensi adminisfratif sebagai suatu sistem yang sarat dengan

patologi birokrasi. Dimensi etika birokrasi dalam pelayanan publik yang akan

menjadi fokus penelitian yang aspek-aspeknya meliputi; struktur birokrasi,sumber

daya manusia, penerapan teknologr dan lingkungan budaya. Berbagai aspek

tersebut akan dikaji secara sistemilg sehingga hasil penelitian diharapkan lebih

12
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1◆ 2.

bersifat holistik dan substantif. Atas dasar inilah, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul : "Analisis Etika Birokrasi dalam Pelayanan

Publik pada Kantor Camat Kecamatan Helvetia Kota Medan".

Rumusan Masalah

Berdasar pada lingkup penelitian tersebut di atas, maka masalah dalam

penelitian ini dapat dirimuskan sebagai berikut :

(l) Bagaimana etika birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan

Medan Helvetia Kota Medan?

(2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan etika birokrasi dalam

pelayanan publik di Kantor Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah:

(l) Untuk mengetahui etika birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor

Kecamatan Helvetia Kota Medan.

(2) Untuk menganalisisfaktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan etika

birolaasi dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Helvetia Kota Medan.

13
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1.4Manfaat Ⅱasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat rnemberikan nlanfaat:

O SeCara praktis, sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Medan untuk

menemu―kendi“ rbagai pemasalahan yang t"adi di linf知 咀gan birOkrasi,

khususnya bcrbagai benmk etika birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan

publ」 s serta berbagai solusi ya/ng ditawarkan mtuk mengatasi pelEll.aSalahan

tersebt schingga dapat mettadi bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan danpcrumusan berbagai kebttakan yang terka量 .

(り SeCara teoritis,memperkaya kttian teoritik dalarn pengembangan ihu

administrasi publt temtama yang bcrkaitan dengan studi tentang birokrasi,

khususnya dalam aspek etika birokrasi dalaln pelayanan publiko Selain itu

penelitian ini diharapkan dttat membe■ ol infomasi bagi para peneliti lain

yang bemmtt untuk melakukan pengembangan kjttL khususnya dalalll hal

studi ttntang bironsi dan pengembangan“ ori admmstrad pubm pada

mumnya.

14
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BAB Ⅱ

TDこJAUAN PUSTAKA

2.1.Birokrasi

Dalam llmu Administrasi Publit bk)kmsi memiliki sttumlah m軌

di antaFanya ad』 ah pemeFintahan yang ttalankan oleh suatu biЮ  yang biasanya

disebut dengan qヵ餞赫 ,badan eksekutifpemerintah rル ιχ
“"′
′ッθ οttαお 0/

gaッθ″″″″り,dan keseluruhan ttabat publik夕″みルし横 たガ句λ balk ttu ttabat

tinggi ataupun rendah体 lbЮW,198免 116‐ 117).Diantara ketiga makna terseb吼

karakteHstik umum yang melekat pada birokrasi adJah kebeFadaamya sebagai

suatu lembaga pemeintah.Makna birokrasi sebagai lelnbaga pclneHntah inuncul

karena lembaga pemerintah pada ulnumnya selalu tttrb諷極k birokrasioSkala

organisasl pemerintah yang besar dan luas cakupamya mendorong mereka untuk

melnil■ birolcasi yang memiliki karakteFiStik sebaFi birokrasi Weberian.

Dalam konteks lndonesiち  lembaga penlerintah pada llmummya

nlemiliki hierarki yang panJangp prOsedw dan standar operasl yang temlisp

spesialisasl yang nncl,dan paJabat karier yang menJadi karakte五 stik birohsi

Weberian。 Oleh karena it lelnbaga pemeFintah seFing disebut sebagai Ыrolmsi

pemerintaho Karena kintta birOkragi pemerintah pada llmumya cttdertmg bumk

dan mengecewakan,khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publ五らschingga

pandangan masyarakat terhadapbirobsi pemerintah cendenng negatif yang

pada akhimya menimbukan steFeOtif yang negatif tentang konsep bironsi
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Weberian. Robbins (1994:338) mengutip konsep birokrasi ideal dari weber yang

terdiri dartT elemen, sebagai berikut:

a. spesialisasi pekerjaan, yaitu semua pekerjaan dilakukan dalam

kesederhanaan, rutinitas dan mendefinisikan tugas dengan baik.

b. Hierarki kewenangan yang jelaq yaitu sebuah struktur murti tingkat yang

formal, dengan posisi hierarki atau jabatan, yang memastikan bahwa setiap

jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dariyang

lebih tinggi.

c. Formalisasi yang tinggi, yaitu semua anggota organisasi diseleksi dalam

basis kualifikasi yang didemonstrasikan dengan pelatihan, pendidikan atau

latihan formal.

d. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan

atas kemampuag yaitu keputusan tentang seleksi dan promosi didasarkan

atas kualifrkasi tekniq kemampuan dan prestasi para calon.

e. Bersifat tidak pribadi (impersonalitas), yaitu sanksi-sanksi diterapkan secara

seragam dan tanpa perasaan peribadi untuk menghindari keterlibatan dengan

keperibadian individual dan fireferensi peribadi para anggota.

f' Jejak karier bagl para pegawai, yaitu para pegawai diharapkan mengejar

karier dalam organisasi. Sebagai imbaian atas komitmen terhadap karier

tersebut para pegawai mempunyai masa jabatan, artinya mereka akan

dipertatrankan meskipun mereka "kehabisan tenaga" atau jika

kepandaiannya tidak terpakai lagi.

16
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g. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan peribadi,

yaitu pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan

kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.

Tipe ideal birokrasi Weber tersebut di atas, sampai saat ini belum

sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia sebagaimana yang diharapkan

pencetusnya. Bahkan Weber mempertegas dalam teorinya bahwa satu-satunya

cara bagi masyarakat modern untuk mengoperasikan secara efektif konsep ideal

tersebut di atas ialah dengan mengorganisasikan spesialis-spesialis birokrasi yang

fungsional dan terlatih. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh LeMay

Q006:65), bahwa sebagai organisasi yang cenderung semakin besar,

membutuhkan pembagian kerja yang lebih kecil atau bersifat khusus.

Weber sebenarnya memperhitungkan tiga elemen pokok dalam konsep

birokrasiny4 yaitu: (l) birokrasi dipandang sebagai instnrmen teknis. (2) birokrasi

dipandang sebagai kekuatan independen. (3) birolaasi dipandang mampu keluar

dari fungsinya yang sebenarnya karena anggotanya cenderung berasal dari kelas

sosial yang particular (Thoha, 2005:19). Konsep birolaasi weberian berasumsi

bahwa birokrasi dibentuk independen dari kekuatan politik.Ia berada di luar atau

di atas aktor-aktor politik yang saling berkompetisi satu sama lain. Birokrasi

pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral, Iebih mengutamakan

kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan, sehingga siapapun kekuatan

politik yang memerintah birokrat dan birokrasinya memberikan pelayanan terbaik

kepadanya.

17
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Pemikir lain yang juga penting untuk ditampilkan dalam pembahasan

birokrasi adalah Karl Marx (Thoha, 2008:23). Pemikiran Marx tentang birokrasi

merupakan suatu gejala yang bisa dipergunakan secara terbatas dalam

hubungannnya dengan administrasi negara.Pandangannya terhadap birokrasi

hanya bisa difahami dalam kerangka umum teorinya tentang perjuangan kelas,

krisis kapitalisme, dan pengembangan komunisme.

Marx mengelaborasi birokrasi dengan cara menganalisis filsafat Hegel

tentang negara. Hegel berpendapat bahwa administrasi negara (birokrasi) sebagai

suatu jembatan yang menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan

masyarakatnya. Adapun masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok

professional, usahawan dan lain kelompok yang mewakili bennacam-macam

kepentingan particular (khusus). Meskipun Marx terinspirasi oleh pernikiran

Hegel, namun Mam berpendapat bahwa negara itu tidak mewakili kepentingan

umum. Bahkan ia mengatakan bahwa kepentingan umum itu tidak adq yang ada

adalah kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnnya.

Kepentingan particular yang memenangkan perjuangan kelas sehingga menjadi

kelas yang dominan itulah yang berkuasa.Menurut Marx birokrasi adalah negara

atau pemerintah itu sendiri.Birokmsi merupakan instrumen yang dipergunakan

oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-

kelas sosial lainnya. Dengan kata lairu birokrasi memihak kepada kelas partikular

yang mendominasi tersebut.

Hal yang sangat menarik adalah kritik yang disampaikan Warren

Bennis @obbins, 1994:349), bahwa struktur birolaatik terlalu mekanis bagi

18
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kebutuhan organisasi modeFn.Ia menyatakan bahwa smktur tersebut telah usan3

karena didesain untuk men3hadapi lin3kungan yang stabil,sedan3kan kebutuhan

saat ini adalah ttruktur yang dirancang untuk menanggapi perubahan yang teJadi

s∝ara cfckti£ Bemis mencoba melakukan prediksi masa depan tentang berbagai

macam perubahan yang pada giliramya akan mempengami cksistensi birokrasi.

Menurut Bellniち birolcasi merupakan penemuan sosial yang sangat elcgan,suatu

bentuk kemampuan yang luar biasa untuk mengorganisasikan9 mengkoordhasikan

pЮses‐proses kegiatan yang prOduktif pada masa revolusi lndustri.Birokrasi

dikelnbangkan untuk mettawab berbagal persoalan yang hangat pada wttu it

misalnya persodan pcngurangan peran― peran persOnal,persOalan subyektivitas

yang bcrlebihan,dan tidak dihargainya hubungankelakemanusiaan.

Singkatnya,dalaln pandangan Bellnis,birokrasi adalah produk bltural

dan sangtt terikat olch proses zanlan“ ぬ saat kemmculamya.Kita sangat

membutuhkan birobsi yang beroricntasi kemalllllsiaaL饉 dak secara konseptual

semata tapi merallnbah pada tataran praktis di lapanganoHal ini m(珂 adi pekttaan

sangat penting untuk mendekatkan bk来 rasi pada nlallust bukan lagi pada

mesh Sebuah絶

“

akan dtti menurut kelり よ範 historis dan kebumhan pada

sebuah masa.Bironsi yanghlllmanis masih mttadi pekttaan rllmah yang harus

serius digarap olch ptta pemerhati masalah‐ masdah Ⅲ insimsi negara dan

kebjakan publk.

Nada pesimistik Bellllis yang menggambarkan kondisi― kondisi sebagai

penyebab matinya bironsi dibantah olch Robe■ Miewald eObbin.1994349‐

352)dengan mengttukan argumentasi tandingan,bahwa birokrasi dapat

19
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menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah dan dinamis. Miewald

menegaskan bahwa Weber tidak pernah mengatakan bahwa karakteristik-

karakteristik birokrasi akan berlaku untuk selama-lamanya. Sasaran utama dari

Weber adalah menciptakan sebuah bentuk rasional dan efisien.Bentuk tersebut

adalah birolaasi. Bentuk apapun yang diperlukan untuk mempertahankan

rasionalitas seperti efisiensi akan menghasilkan birokrasi. Perkembangan birokrasi

professional adalah contoh yang sempuma mengenai karakteristik birokrasi yang

dimodifikasi.

Pengkritisi lain terhadap birokrasi weber adarah Fried w. Riggs. Dalam

penelitiannya di beberapa negara berkembang ia menemukan model birokrasi

yang disebutnya sebagai "model sala" ata.u biasa disebut dengan ..model

prismatic". Kata sala diambil dari bahasa Spanyol yang sering menunjuk arti

kantor pemerintah di negara-negara Amerika Latin. Arti sala secara umum ialah

"ruangan", bahasa Perancis "Salle,, yang pada dasarnya masih

serumpun.dalam penggunaan sehari-hari, kata sala mengandung arti ruangan

pribadi dalam suafu rumaF*eagamaarHuangan pertemuan umurn, tetapi juga

dan bahkan terutama mengandung arti kantor pemerintah (Riggs, lggg:316)

Beberapa karakteristik birokrasi model sala yang dikemukakan oleh

Riggs (1988:3 17-320), yaitu; stnrktur prismaticakan memperkokoh pemborosan

birokrasi---Korupsi telah melembaga. sementara pejabat menikmati

kedudukannnya karena leluasa memeras uang sua5{alam penenfuan anggaran,

semua tergantunng pada keahlian serta besarnya pengaruh pejabat yang harus

memperjuangkan pengajuan anggaran, beberapa ketentuan tidak dapat digunakan

20
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unfuk mengatasi kekurangan anggaran suatu biro, sedang kenyataannya anggaran

terbuang sia-sia di berbagai biro lainnya--{alam model prismatic, hubungan

antara administrator dengan pengikut sudah demikian terstruktur, sehingga bobot

berbagai sanksi akan memaksa para pejabat model sala lebrh cenderung

menggunakan kekerasan daripada menerapkan undang-undang. Terbukanya

kesempatan menerima suap lebih mendorong para petugas pelaksana model sala

menunda-nunda pekerjaan dan mengintroduksi berbagai hambatan teknis dengan

tujuan agar dapat memetik imbalan pelayanan atas pekerjaan yang seharusnya

tidak dipungut biaya.

Gambaran birokrasi pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Riggs

tersebut sangat bertentangan dengan substansi birokrasi yang dikemukakan oleh

weber. Meskipun kritik terhadap birokrasi weber selalu muncul, namun

kenyataaan menurfukkan bahwa birokrasi ada dimana-man4 perusahaan-

perusahaan besar pada umumnya berstruktur birokrasi, bahkan untuk kelompok

yang terdiri dari beberapa orang saja, birokrasi merupakan cara yang paling

efisien unfuk mengorganisasikan sesuatu, sehingga pertanyaannya adalah

mengapa birokrasi dapat berjaya terus sampai saat ini. Mungkinkah karena

karakteristik birokrasi yang dirumuskan oleh weber itulah yang menyebabkan

demikian atau mungkin ada faktor lain yang menjadi keampuhan birokrasi.

salah satu agenda utama dan pertama yang harus d.ilakukan daram

rangka peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah terhadap

masyarakatnya, adalatr perubahan perilaku aparatur birokrasi dalam memberikan

pelayanan.Paradigma perilaku birokrasi harus diubah dari yang lebih condong
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sebagai aMi negara ketimbang aMi masyarakat diubah menjadi lebih

mengutamakan peranan sebagai abdi masyarakat ketimbang aMi negara.pada

hakekatny4 jika aparatur birokrasi sudah melaksanakan tugasnya dengan sepenuh

hati maka sesungguhnya mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik

sebagai aMi masyarakat maupun sebagai aMi negara.Dengan perilaku aparatur

birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, maka diharapkan

melahirkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat kepada birokrasi pemerintah

dalam menyelenggarakan fugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat.Dengan demikian maka keberadaan birokrasi pemerintah

bukan hanya karena adanya dukungan legalitas formal, tetapi keberad6rrnya

didukung dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Birokrasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi

pengaturan.Fungsi ini mutlak terselenggara dengan efektif, karena suatu

pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan

perundang-undangan yang ditentukan oleh lembaga legislatif melalui berbagai

ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaannya.Persoalan yang sering muncul dalam

praktih acapkali terjadi kekakuan dalam implementasi aturan.Kekakuan ini dapat

terlihat pada interpretasi secara harfiah, padahal yang lebih diperlukan adalah

menegakkan hukum dan peraturan itu dilihat dari semangat dan jiwany4 artinya

bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan situasional (Siagian, 2000:

147).
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2.2.Etika

2.2。1. Pengertialn Etika

EIka berasal d面 bahasa Yunani yaitu`Rtts"berarti kesediaan jiwa

akan kesusilaan,atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari pcraturan‐

peraturan kesusilaan.Dalaln penge■ ian kumpulan daFi pcraturan‐ peraturan

kcsuJlaan scbetuinya tercakup juga adanya kesediaan karena kesusilaan dalam

diHnya minta ditaati pula oleh Orang lain.AristOteles juga memberikan istilah

Ethriaα  yang meliputi dua pengertian yaitu etika meliputi Kcsediaan dan

Kllmpulan peraturan,yang mana dalam bahasa Lath dikenal dengan kataル わres

yang berad kcsusilaan,tingkat sdah satu perbuatan(lahit tin3kah lakup,

Kernudian pcrkataan 』″♭ras tumbuh dan berkembang menJadi 4ヽ0ralitas yang

mmgandmg arti bsediaan jilva akan bsuglaan鰤
物 ar"η  Dengan

demkan maka Moralitas melnpunyai pengertian yang salna dengan Etika ttau

sebal歯呼ち dimana kita berbicara tcntang Etika Penyelenggara Ncgara idak

terlepas dari moralitas aparat Birokrasi penyelenggaFa pemerinthan itu sendiH.

Etika dan moralitas secara tcottis berawal dari pada ilmu pengetahuan

(″♂ノ′姥 )bukan pada afektifMOralitas berkaitan pula denganjiwa dan senlal11難

kebmpok masyarakat.MOral teJadi bila dikaitkan dengan masyarakat tidak ada

moral bila tidak ada masyarakat dan seyogyanya ddak ada masyarakat tanpa

mOFal離嗜苺a,I'9η dan berkaitan dengan kesadaran kolektifdalam masyarakat.

Menumt hnmanuel Kant teai moralitas tidak hanya mengenai hal yang btt dan

yang burut tetapi menyangkut masalah yang ada dalaln kOntak sosial dengan

masyarakat ini berarti Etika tidak hanya sebatas moralitas individu terscbut dalam
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artian apaFat penyelenggm negaFa tetapi lebih daH itu menyanょut perilaku di

tengahtengah masyarakat dalaln melayani masyarakat apakah sudah sesuai

dengan aturan main atau tid鍬 らapakah etis atau tidak.

Menunt Kumorotomo(1990 bahWa E」 餞 merupakan hstrumcn dalaln

masyarakat untuk menuntun tindakan oerilakun agar血ampu pcttalankan ttng,i

dengan baik dan daptt bbih bemoral.hi berarti Etika mempakan noma dan

atuFan yang mrut mengatur pcrulaku seseorang dalam bertindak dan lncmainkan

peramya sesuai dengan aturan lnain yang ada dalam masyarakat agar dapat

dikatakan tindakalmya berlnoral.Bertens 20(И ),mernberikan tiga pcngertian

pada etikt yaitu:′じ石たコ陥α,kata'Petika"bisa dipakai dalam arti: nilai‐ nilai dan

■0■■■la―■01ュニia moral yang menJadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok

dalaln mengatur tinJtt lakunya。 ルあα,``eth''berartijugal kumpulan asas atau

nilai moral.Dimaksudkan dengan kumpulan a鍛 〕atau nilai moral disini adalah

"bde et震ちyang disepakati diantara anggota suatu kelompok atau organisasi.

旅懸 、'℃tib''mempunyai arti:ihu tentang yang baik atau yang buruko Etika

disini salna artinya dengan ilsafat moFal.

Berdasarkan waian‐uralan tersebut di atas dapat disinpulkan bahwa

etika adalah:Nild‐ nild atau norlna yang menJadi pedoman bagi seseorallg atau

kelompok dJam mengatt tinⅢ  l山町 a;Noma yang disepakati deh anggota

kelompok atau organisasi untuk mettalankan Organisasmytt llmu mempettari

tentang yang baik atau yang menyimpango Dengan demikian jelasiah bagi kita

bahwa Etika terkait dengan moralitas dan sarlgat tergantung dari penilaian

masyarakat setempat jadi dapat dikatakan bahnra moral mcrupakan landasall
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normative yang didalamnya mengandung nilai-nilai moralitas itu sendiri dan

Iandasan normative tersebut dapat pula dinyatakan sebagai Etika yang dalam

organisasi Birokrasi disebut sebagai Etika penyelenggara Negara (Birokrasi).

Dalam Rancangan undang undang Etika penyelenggara Negara, pasal 1

ayat (l) di sebutkan bahwaEtika penyelenggara Negaraadalah prinsip-prinsip

dasar dan nilalnilai yang diakui dan diterima sebagai sesuatu yang mengatur dan

mengendalikan serta menentukan hal yang baik dan buruk, yang salah dan benar

menurut ukuran tertentu atas sikap, perilafu tindakan, dan ucapan penyelenggara

negara. Berdasarkan pengertian etika dalam ayat tersebut dimaksudkan bahwa

Etika Penyelenggara Negaraadalah prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai bermaksud

untuk membangun nilai.nilai moral kepribadian, karal,cter serta tanggung jawab

sosial guna menjaga martabat, kehormatan, dan integritas dalam melaksanakan

tugas dan tanggung j awab penyelenggaraan negara.

2.2.2. Alasan Pentingnya Etika Dalam Birokrasi

Ada beberapa alasan mengapa Etika Birokrasi penting diperhatikan

dalam pengembangan pemerintahan yang efisiery tanggap dan akuntabel, menurut

Dwiyanto Q002) bahwa : pertama masalah - masalah yang dihadapi oleh

birolnasi pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas

masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkaan berbagai masalah -
masalah publik yang semakin banyak dan komplek dan harus diselesaikan oleh

birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalah yang berkembang birokrasi

seringkali tidak dihadapkan pada pilihan - pilihan yang jelas yang masing -
masing memiliki implikasi yang berbenturan safu sama lain.
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Kedua$eberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan

kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi.Dinamika yang terjadi dalam

lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan

adjustments agff tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam

lingkungannya.Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut

discretionary power yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya akan

dapat dilakukan dengan baik kalau birokrasi memiliki kesadaran dan pemahaman

yang ttnggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari

p€nggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyaralcatnya.

Dari alasan yang dikemukakan di atas ada sedikit gambaran bagi kita

mengapa Etika Penyelenggara Negara (Birokrasi) menjadi suatu tuntutan yang

harus sesegera mungkin dilakukan sekarang ini, hal tersebut sangat terkait dengan

tunfutan tugas dari aparat birokrasi itu sendiri yang seiring dengan semakin

komplesnya permasalahan yang ada dalam masyarakat dan seiring dengan fungsi

pelayanan dari penyelenggara negara itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya

oleh masyarakat yang dilayani, diatur dan diberdayakan. untuk itu para

penyelenggara negara harus merubah sikap perilaku agar dapat dikatakan lebih

beretika atau bermoral di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan

demikian harus ada aturan main yang jelas dan tegas yang perlu ditaati yang

menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat.

2.2.3. Darimana Etika Penyelenggara Negara Dibentuk

Terbentuknya Etika Penyelenggara Negara tidak terlepas dari kondisi

yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan afuran, nonna,
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kebiasaan atau budaya di tengah-tengah masyarakat dalam suatu komunitas

tertentu. Nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat mewamai

sikap dan perilaku yang nantinya dipandang etis atau tidak etis dalam

penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang merupakan bagian dari fungsi

aparat Penyelenggara Negara itu sendiri.Menurut Syafiie (2004) bahwa : adalah

sulit untuk menyetujui atau tidak mengenai perlunya Etika tersebut diundangkan

secara formal. Etika sebagaimana telah dikatakan sebelumnya sangat terkait

dengan moralitas yang mana di dalamnya memiliki pertimbangan-pertirnbangan

yang jauh Iebih tinggi tentang apa yang disebut sebagai 'kebenaran dan

ketidakbenaran' dan'kepantasan dan ketidakpantasan'.

Dalam menyikapi pelaksanaan Etika Birokrasi di Indonesia sering

dikaitkan dengan Etika Pegawai Negeri yang telah diformalkan lewat ketentuan

dan peraturan Kepegawaian di negara kita, sehingga terkadang tidak menyentuh

permasalahan Etika dalam masyarakat yang lebih jauh lagi disebut moral. Di sini

tidak akan dipermasalahkan Etika Birokrasi itu diformalkan atau tidak tetapi yang

terpenting adalah bagaimana penerapannya serta sangsi yang jelas dan tegas, ini

semua mambutuhkan kemauan baik dari Aparat Birokrasi itu sendiri untuk

mentaatinya. Pelaksanaan Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

di Indonesi4 sebagaimana telah disinggung di atas perlu diperhatikan perihal

sangsi yang menyertainya, karena Etika pada umumnya tidak ada sangsi fisik atau

hukuman tetapi berupa sangsi sosial dalam masyarakt, seperti dikucilkan, dihujat

dan yang paling keras disingkirkan dari lingkukgan masyarakat tersebu!

27

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/8/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sugi Agustina - Analisis Etika Birokrasi Dalam Pelanan Publik



sementara bagi Aparat Birokrasi sangat sulL karena masyarakat enggan dan

sungkan oudaya patron yang melekatu.

Bcgitu rllmit dan kompleksnya pe....asalahan pemermtahan dewasa ini

membuat para aparat bおkrasi mudah tergelincir atau teJerumus kedadalam

peHlaku yang menyimpang belllm lagi karcntt tuntutan atau kebutuhan hidupnya

sendiri,untuk itu dengan adanya Undang Undang Etika Penyelenggara Negara

diharapkan sebagai  penegasan payung hukum atau no111la aturan yang perlu

disepakati bersama untuk dilakukan dan dia/yomi dengan aturan hukum yangjelas

dan sanksi yang tegas bagi siapa stta pclanggarnya tanpa pandang bulu di dalam

jttaran Birokrasi di lndoncst selrmg dengan itu olch Paul Ho Douglas dalam

bukunya`Z′乃J露 滋 GO″
“

確 ″ "yang dikutip oleh lsiamy(200り tentang

thdakan‐ tindakan yang hendaknya dhindari oleh s∞ rang peJabat pemerintah

yang juga merupakan aparat Birokrasi,yaitu:ikut serta dalam mp_saksi bisnis

p五badi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pHbadi dengan

mengatasnamakan Jabatan kedinasan;menerllna segala sesuatu hadiah darl plhak

swsta pda saat h melaksanakan transⅢ d untuk kepettinagn dinas;

membicarakan masa depan peluang keJa diluar installsl pada saat tt beFada dalam

mgas_tugas sebagal peJabat pemenntah:membocornakan infomasi komersial atau

ckonomis yang bersifat rahasia kepada pih激‐pihak yang tidak berhak;tedalu erat

berLmSan  dengan  orallg― orang  diluar  instansi  pemerintah  yang  dalalll

menJalann bisnis pokOknya tergantung山五izin pemerintah.

Dcngan demiklan jclas bahwa Etika Pcnyelenggara Negara sangat terkait

dengan perilaku dan tindakan oleh aparat birokrasi tersebut dalam melaksanakan
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fungsi dan kerjanya apakah ia menyimpang dari aturan dan ketentuan atau tidalq

untuk itu perlu aturan yang tegas dan nyat4 sebab berbicara tentang Etika

biasanya tidak tertulis dan sangsinya berupa sangsi sosial yang situasional dan

kondisional tergantung tradisi dan kebiasaan masyarakat tersebut.

2.2.4. Etika Birokrasi sebagai implementasi Akuntabilitas Morat

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik @ood governance)

merupakan tunfutan dalam administrasi pemerintahan negara dewasa ini. Oleh

karena ial penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik merupakan hal yang

menjadi perhatian utama Pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan yang

signifikan di bidang administrasi Negara.Salah satu prinsip penting dalam tata

pemerintahan yang baik (6ood governance) adalah akuntabilitas. Sebagai suatu

kebijaksanaan sfategis, akuntabilitas harus dapat diimplementasikan untuk

menjamin terciptanya kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja penyelenggara

negara sesuai dengan standar yang telah diterimanya dan sebagai sarana untuk

menekan seminimal mungkin penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Dan

untuk itu setiap penyelenggara negara harus memahami dan mampu

mengembangkan 5 macam akuntabilitas (Jabbra dan Dwiveni, 1989) yaitu: (l)

Akmtabilitas Administratif /organisasional ; Q) Akuntabilitas Legal; (3)

Akuntabilitas Politik; (4) Akuntabilitas Profesional dan (5) Akuntabilitas Moral.

Akuntabilitas Administratif /Organisasional, antt*- itu diperlukan adanya

hubungan hierarkhi yang tegas di antara pusat pusat pertanggungiawaban dengan

unit - unit di bawahnya. Hubungan hubungan hierarkhi ini biasanya telah

ditetapkan denganjelas baik dalam bentuk aturan - aturan organisasi yang telah

29
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disampaikan secara formal ataupun dalam bentuk jaringan hubungan informal.

Prioritas pertanggung jawaban lebih diutamakan pada jenjang pimpinan atas dan

diikuti terus ke bawah dan pengawasan dilakukan secara efektif agar aparat tetap

menuruti perintah yang diberikan. Pelanggaran terhadap perintah akan diberikan

peringatan mulai dari yang paling ringan sampai ke pemecatan. Akuntobilitas

Legal, ini adalah bentuk pertanggungiawaban setiap tindakan administrasi dari

aparat pemerintah di badan legistatif dan atau di depan mahkamah. Dalam hal

pelanggaran kewajiban - kewajiban hukum ataupun ketidak mampuannya

memenuhi keinginan badan legistatif maka pertanggungiawaban aparat atas

tindakan - tindakan dapat dilakukan di depan pengadilan ataupun lewat proses

revisi peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang - undang (udicial

review) Akuntabilitas politikAhmtabilitas Potitih para administoator yang terikat

dengan kewajiban menjalankan tugas tugasnya harus mengakui adanya

kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas

dan pendisfiibusian sumber sumber dan menjamin adanya kepatuhan dan

pelaksanaan perintah perintahnya. Para pejabat politik itu juga harus menerima

tanggung jawab administratif dan legal karena mereka punya kewajiban untuk

menjalankan tugas - tugasnya dengan ba*Akuntabilitas Profesional, sehubungan

dengan semakin meluasnya profesionalisme di organisasi publik, para aparat

profesional (seperti dokter, insinyur, pengacarq ekonomi, akuntan, pekerja sosial

dan sebagainya) mengharapkan tugas - tugasnya dalam menetapkan kepentingan

publik. Dan kalaupun mereka tidak dapat menjalankan tugasnya mereka

mengharapkan memperoleh masukan untuk perbaikan. Mereka harus dapat
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menyeimbangkan antara kode etik profesinya dengan kepentingan publik, dan

dalam hal kesulitan mempertemukan keduanya maka mereka hams lebih

mengutamakan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik.

Dalam kaitannya dengan Akuntabilitas Morol, telah banyak diterima bahwa

pemerintah memang selayaknya bertanggung jawab secara moral atas tindakan-

tindakannya. Landasan bagi setiap tindakan pegawai pemerintah seharusnya

diletakkan pada prinsip prinsip moral dan etika sebagaimana diakui oleh

konstitusi dan peraturan peraturan lainya serta diterima oleh publik sebagai nonna

dan perilaku sosial yang telah mapan. oleh karena itu, wajar saja kalau publik

menuntut dan mengharapkan perilaku para politisi dan pegawai pemerintah itu

berlandaskan nilai - nilai moral yang telah diterima tadi.Untuk menghindari

perilaku koruptifi, masyarakat menuntut para aparat pemerintah itu mempunyai

dan mengembangkan akuntabilitas moral pada diri mereka.Dengan adanya

Undang undang Etika Penyelenggara ini nantinya merupakan salah satu pedoman

bagi penyelenggara negara dalam mengimplementasikan akuntabilitas moral

tersebut.

Perkembangan tuntutan demikian sejalan dengan langkatr reformasi

birokrasi yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui meliputi sistem,

kelembagaan" tata kerja dan SDM aparatur termasuk ahlak moral aparatur

penyelenggara negarq.oleh karenanya atas dasar itu bangsa Indonesia amat

memerlukan landasan hukum,berupa Undang-Undang yang dapat menjadi acuan

dalam menegakan norma-norma moral - etika dan mengontrol sikap perilaku

dalam aktivitas penyelenggaraan negara terutama memberikan rambu-rambu

う
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dalarn bersikap―pc五 laku,bertindak dan beruca/p bagi setiap penyelengtt negara9

terutama dalam kerangka mengambil keputusan atau dalaln menJalankan

kebUakan pemerintahan negara.Inttrumen Lgal tersebut harus mettadi″ rrθ
“
ぽ

εθηttσ′dalaln kchidupan penyelenggaraan negara.Hakikatnya ketentuan hukum

ini akan berperan mettadi acuan dan"mema7yungi"ddam pembentukan dan

penerapan kode etikpada lcmbaga Penyelcnggara Negara.Foll..ula ini sebagai

landasan mekanislne penegakan prhsip― prinsip dan norlna etika dalam bersikap,

berpe● laku bagi aparat pcJabat penyelenggara negara dalam mttjalann

tugasnya.

Sebagaimana diketahui,birokrasi atau administrasi publik melniliki

kewenangan bebas untuk bertindak(`お C″rlila“ヮ″
“
″誠auヵルsθ″θSSC″)

dalaln ran3ka memberikan pelayanan umllm oあ rilr.・a″滋)sott lne.tciptakan

kettahteraan masyarakat(ら
“
″″Zοrgy.untuk it kepda birokrasi diberikan

kekuasaan regulatit yakni tindakan hukum yang sah und mengatur kehidupan

masyarakat melalui insmmen yang disebut kebttakan publik●

“
夕を Farli101。

Sebagai suatu produk hukum,kebttakan publk be● si peFintah eeharusan)atau

larangan.Barangsiapa yang nlolanggar peintah atau melaksanakan perbuatan

tertentu yang dilarang9 maka ia akan dikenakan sattsi tertenm pula.hilah

implikasi yuHdis d“ suatu kettakan publik.Dengan kata hれ pendekatan

yu」dお terhadap kebjakan publk kurang memperhatikan aspekdampakdan/atau

kemanfaatan dari kebjakan tersebut.Itulah seb… ■sering kita saksikan bahwa

kebjakan pemerintah sering dit01ak oleh masyarakat o″ ら7ila″′ο)karena kurang

mempe■ imbangkan dimensi etis dan moral dalaln masyarak工 Beberapa∞ntoh

32
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konkrit keb[iakan yang tidak populer dimata masyarakat adalah : pembangunan

waduk, pengurangan / penghapusan subsidi BBM / TDL, peningkatan tunjangan

struktural pejabat tinggi, pembentukan lembaga-lembaga ekstra struktural yang

membebani angganrn, dan sebagainya. oleh karena itu, suatu kebijakan publik

hendaknya tidak hanya menonjolkan nilai-nilai benar - salah, tetapi harus lebih

dikembangkan kepada sosialisasi nilai-nilai baik - buruk. Sebab, suatu tindakan

yang benar menurut hukum, belum tentu baik secara moral dan etis.

Mengingat kelematran dalam pendekatan yuridis yang selama ini

diterapkan, maka menurut Dwijowijoto (2004) perlu dikembangkan pendekatan

baru dalam perumusan kebijakan publik, yakni pendekatan etika I moral. Dengan

kata lain, perumusan {formulation) dan penerapan (implementation) kebijakan

publik ini harus dilakukan sebaik mungkin, sebab suatu kebijakan pemerintah

tidak hanya mengandung konsekuensi yuridis semata, tetapi juga koruekuensi etis

atau moraL Konsekuensi dari pendekatan baru ini adalah bahwa suatu keb[iakan

publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : l) keterikatannya untuk

me{amin terselenggaranya kepentingan / kesejahteraan rakyat banyah serta 2)

keterikatannya dengan upaya untuk memajukan daerah / tanah air dimana

keb[jakan tersebut dirumuskan. Gambaran diatas mengindikasikan bahwa

sempurnanya suatu tugas atau fungsi aparatur pemerintah (baik individu maupun

organisasi) ditentukan oleh tingkat profesionalisme dan kualifikasi manusia

pendukungnya. Namun, kemampuan teknis (skill) dan keluasan wawasan

(btowledge) saja belum cukup memadai untuk menumbuhkan kepercayaan dan

rasa kepuasan dihati masyarakat. I!{au tidak matl birokrasi mestilah memiliki pula

33
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moral, etika maupun sikap dan perilaku yang terpuji dan patut di contoh (attitude).

2.3.Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik

Etika, termasuk etika birokrasi mempunyai dua fungsi, yaitu: Wrtama,

sebagai pedoman, acuan, refrensi bagi administrasi negara (birokrasi publik)

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi

tadi dinilai bailq terpuji, dan tidak tercela. Keduo,etika birokrasi sebagai standar

penilaian mengenai sifat perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak

tercela dan terpuji.

Leys berpendapat bahwa: "seseorang administrator dianggap etis apabila

ia menguji dan mempertanyakan standar-standar yang digunakan dalam

pembuatan keputusan, dan tidak mendasarkan keputusannya semata-mata pada

kebiasaan dan tradisi yang sudah ada". Selanjutnya, Anderson menambahkan

suatu poin banr bahwa: "standar-standar yang digunakan sebagai dasar kepufusan

tersebut sedapat mungkin merefleksikan nilai-nilai dasar dari masyarakat yang

dilayani". Berikutnya, Golembiewski mengingatkan dan menambah elemen baru

yakni: *skndar etika tersebut mungkin berubah dari waktu-kewaktu dan karena

itu administrator hanrs mampu memahami perkembangan standar-standar perilaku

tersebut dan bertindak sesuai dengan standar tersebut" (Keban, 1994:51).

Beberapa konsep mengenai etika pelayanan publik dapat disimak dari

pendapat-pendapat borikut ini.

l. Etika pelayanan publik adalah: "suatu cara dalam melayani publik dengan

menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan

34
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hukum atau norma-noffna yang mengatur tingkah laku manusia yang

dianggap baik" (Kumorotomo, 1996:7).

2. Lebih lanjut dikatakan oleh Putra Fadillah (2001:zl), etika pelayanan

publik adalah: "suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan

kebiasaan-kebiasaan yang rnengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau

norma yang mengatur tingkah Iaku manusia yang dianggap baik,,.

3. sedangkan etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto (2002:188):

"Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan nonna bagi aparat

birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika

birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan

pribadi, kelompolg dan organisasnya. Etika harus diarahkan pada pilihan-

pilihan kebijakan yang benar-benar rnengutamakan kepentingan

masyarakat luas".

4. Danvin (1999) mengartikan etika birokrasi (administrasi negara) sebagai

seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagr tindakan

manusia organisasi. selaqiutnya dikatakan bahwa etika (termasuk etika

birokrasi) mempunyai dua fungsi yaitu: penama, sebagaipedoman, acuan,

referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam me4ialankan

tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai

bailq terpuji, dan tidak tercela . kedua, etika birokrasi sebagai standar

penilaian mengenai sifa! perilakq dan tindakan birokrasi publik dinilai

barlq tidak tercela dan terpuji. seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang

dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik
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dalaln melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain: kebenarall

ktruth),kebaikan e00dnes9,keindahan● eautyp,kebebasall(■

“

り ,

persamaan cequdityl,keadilan custbe),

5。 Menurut Widod0 9001:241),Etika administrasi negara adalah merupakan

呵 ud kOntr01"rhadap administrasi negara ddam melaksanakan apa yang

mettadi tugas pokoL mngsi dan kewenangamya,Manakala adminismsi

negara menginginkan sikap,tindakan dan perilakunya dikatakan bat

maka dalaln mttal面 On tugas pkot ineCsi dan kewenangamya harus

menyandarkan pada ctika adminlstrasi negara.

2。 4・Etih Sebagai Acuan dalam Pclaksanaan irugas

Dalaln etika pelayanan publik ada seperanght nllai yang dap江

digunakan sebagal acuan, referensi, dan penuntun bagi birokrasi publik dalam

melaksanakan tugas dan kewenangamya9 yakni:

(1)kebenaran cmth),yang mempemnyakan esensi dari nilai‐ nilai moral besem

pembenaramya dalaln kehidupan sosial,

2)kebaikan(goodnes)yaitu sifat atau karab五説ik dari sesuatu yang

menimbulkan pttian,

0)keindahan(beautyJ,yang ttenyangkut prmsippHnsip estetika mendasari鴫 頭a

se・suatu yang mcncakup penikmatan rasa senang trhadap kcindah鴫

(4)kebebasan(libety),yaitu keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak

berdasarkan pilihan‐ pilihan yang terscdia bagi seseorang,

36
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(5) persamaan (equality), yaitu adanya persaftaon ,

yang lain, dan

(6) keadilan (ustice), yaitu kemauan yang tetap

kepada setiap orang apa yang semestinya

antar manusia yang safu dengan

dan kekal untuk memberikan

Sehjutnya menumt Widodo o001270-271ゝ pelayanan publik yang profesional

adalah  pelayanan publik yang  dicirikan 01eh adanya akuntabilitas  dan

Кsponsibilitas dari pemberi layanan tapaFaturpemerintah).Ciriく idnya yaitu:

1・ 矛ル/yalmi leb■ mcngutamakan pada pencapaian apa yang mttadi

可 uan dan sasaran。

Sedし″みα″α mellgandung arti prosedur/tata cara pclayanan diselenggttakan

secara muぬ L Ceptt tepat tidak berbeli● belit,mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan oleh masyaFakat pengguna layanan.

Kグθ′
““
d“ 物 ′二"′

滋鶴pαO,mengandung arti adanya lttelaSan

dan kcpasuan mengena士

1. prosedur tata cara pelayanan:

2. persyaratan  pelayanan,  baik  teknis  maupun  persyaratan

administratit

3.untt keJa dan atau ttabat yang berwenang dan bcttnggungawab

dalam inemberikan pelayanan,

4.Hncian biaya/tarifpelakyanan dan tata cara pem町 霞mwち dan

5。 jadwal wab penyclesaian pelayanan。

3.
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重&`θrb″んαα″ mengandung arti prosedur/tatacara persyaratan,

satuan keJ4珂 abat penanggungiawab pembeH pelayanan,waktu

penyelcsalan,rincian wab/tarif sem hal― hal lain yang berkaitan

dengan pЮses pelayanan waJih di infomasikan secara trbuka agar

mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik diminta

maupun tidak.

挙 Sた膠′mengandung art驚

1. persyaratam pelayanan hanya dibatasi pada hal― hal berkaitan

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan

tctap  memperhatkan  keterpaduan  antaFa  pcrSyaratan

dengan produk pelayanan yang berkaitan;

2.dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan daH

satuan ktta/instand pemeFintah lain yang terka鸞 .

3.&`ηα
`α

F″硫″ mengandllng arti pelaksanaan pelayanan

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun wab yang

telah ditenmkan。

4.Rθ助″ぉ√lebih mengaFah pada daya tanggap dan cepat

menanggapi apa yang mttadi masalah,kebuman ddarn

aspirasi inasyarakat yang dilayani,dan

5。 Ӥ Prr adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang

menJadi mtutan,keingman dan asprasi masyarakat yang

dilayani yang senantiasa mengalalni m詭 uh kembang.

Para anggota Senat dan hadirin yang kami muliokan

7.
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2.5.Prinsip-prinsip Etika Pelayanan Publik

Etika administrasi negara dari American sociely for Public Administration

(Perhimpunan Amerika untuk Administrasi Negara), menyebutkan prinsipprinsip

etika pelayanan sebagai berikut:

Pelayanan terhadap publik harus diutamakan;

Rakyat adalah berdaulat, dan mereka yang bekerja di dalam pelayanan

publik secara mutlak bertanggung jawab kepadanya;

Hukum yang mengatur semua kegiatan pelayanan publik. Apabila hukum

atau perafuran yang ada bersifat jelas, maka kita harus mencari cara

terbaik untuk memberi pelayanan publik;

Manajemen yang efesien dan efektif merupakan dasar bagi administrator

publik. Penyalahgunaan, pemborosan, dan berbagai aspek yang merugikan

tidak dapat ditolerir;

Sistem merit dan kesempatan kerja yang sama harus didukung

diimplementasikan dan dipromosikan;

Mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi tidak dapat

dibenarkan;

Keadilan, kejujurarl keberaniaru kesamaan, kepandaian, dan empatlry

merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan secara aktif harus

dipromosikan;

Kesadaran moral memegang peranan penting dalam memilih altematif

keputusan;

１

　

　

２

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. Administrator publik tidak semata-mata berusaha menghindari kesalahan,

tetapi juga berusaha mengejar atau mencari kebenaran (Wachs, 1985).

sela4iutnya asas-asas etika itu dituangkan dalam sebuah kode etika yang memuat

5 asas etika dan 7 asas mutu yang wajib di indahkan dan dijalankan oleh para

anggota perhimpunan yang menjadi administrator negara, yaitu sebagai berikut :

Menunjukkan ukuran baku tertinggi tentang keutuhan watak pribadi,

kebenaran, kejujuran, dan ketabahan dalam semua kegiatan umum, agar

supaya membangkitkan keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap pranata-

pranata negara;

Menghindari sesuatu kepentingan atau kegiatan yang berada dalam

pertentangan dengan penuaian dari kewajiban-kewa.iiban resmi;

Mendukung, melaksanakan, dan memajukan penempatan tenaga kerja

menurut penilaian kecakapan serta taia-acara tindakan yang tidak membeda-

bedakan guna menjamin kesempatan yang sama pada penerimaan, pemilihan,

dan kenaikan pangkat terhadap orang-orang yang memenuhi persyaratan dari

segenap unsur masyarakat;

Menghapuskan semua pembedaan tak salt kecurangan, dan salah pengurusan

keuangan negara serta mendukung rekan-rekan kalau mereka berada dalam

kesulitan karena usaha ymg bertanggungiawab untuk memperbaiki

pembedaan, kecurangan, salah urus, atau salah penggunium yang demikian;

2.

3.

4.
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5。 Melayani masyarakat secara hol..laち penuh perhatian,sopan,dan tanggap

dengan mengakui bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah di atas

pelayanan terhadap diri sendiri;

6.BeJuang kearah keunggulan berkeahlian perseorangan dan menganJurkan

pengembangan berkeahlian dan temasuk mereka yang berusaha memasuki

bidang administtasi negara;

7.Menま ampiri tugas Organisasi dan kewttiban_kewttiban keJa dengan suatu

sikap yang pOsitif dan secara membangun mendukung tata hubungan yang

terbuka,daya cip餞ちpengabdian,dan welas as11;

8。 Mcnghorrnati dan mdindung keterangan berdasarkan hak‐ hak istinewa yang

daptt dipeЮ leh dalam pclaksanaan kewttiban_bttiban reslni;

9。 Mettalankan w(漕enang keblakSanaan apaplln yang dimiliki menurut hukum

untuk memaJukan kepcnthgan umum atau masyarakat;

10.Mengikuti pcrkembangan baru terhadap perlnasalahan‐ permasdahan yang

mllncul dan menangani urusan masyarakat dengan kecakapan berkeahlian,

kelりよ枷,sikap tak mcmih泳 ;e■siensi,dan daya guna;

Ho Men』 OFrntti,mendukun5 menel″ れ dan bilamana perlu bcrusaha mtuk

menyempumakan konstitusi‐ konttitusi negara serikat lan negara bagian serta

hukum_hukum lainnya yang mengatur hubungan‐ hubungan diantan badan‐

badan pemerねぬL pcgawai‐ pcgawa19 nasabah‐ nasabaL dan semua warga

negara(Gie,1998:3141).
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.l.Waktu dan Tempat Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Medan Helvetia Kota

Medaq sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik yaitu

dalam bidang administrasi kependudukan. Penelitian lapangan dilaksanakan

selama dua bulan yaitu Aprl sampai dengan Mei 2013

3.2. Bentuk Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriftif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan

fakta yang tampak, yaitu menggambarkan kualitas pelayanan publik yang ada di

Kantor Camat Medan Helvetia Kota Medan.

3.3. Populasi dau Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang

mendapatkan pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Medan Helvetia

Keterbatasan waktu dan kondisi menyebabkan tidak semua populasi akan diteliti,

tetapi akan digunakan sampel sebagai generalisasi dari penelitian. Sampel dalam

penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan publik khususnya pelayanan

administrasi kependudukan. Sampel akan diambil secara aksidentalsampltng

dalam kurun waktu satu bulan September 2A$ dan disesuaikan berdasarkan tabel

penentuan jumlah sampel dengan taraf kesalahan 0,10 (Sugiyono, 20ll:l2g).
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Berdasarkan hasil daFi tabel tersebut sallnpel yang dapat diambil sebanyak 47

orang.Disamping itu juga diambil salnpel darli aparat kecamatan dan kelurahan

se‐Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 49 orang dari 82 orangjumlah pegawai

pada Kantor Camat Kecamatan Helvctia.

3.4.Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelittan ini da● yang akan dikumpulkan terdiH dari data primer

dan data sekund".Teknik Pengumpulan Data Primer dilakukan dcngan cara:

Pengamatan langsung (observation) di lapangan pada Kecamatan Medan

Helvetia Kota Medan untuk melihat kinerja pelayanan terhadap masyarakal

Melalui penyebaran angket kepada 47 orang responden masyarakat pada

Kantor Kecamatan Medan Helvetia dalam bulan september yang menerima

pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

Melalui Teknik wawancara (interview) dan Penyebaran Kuesioner yaitu

mengadakan wawancara dengan pegawail pejabat terkait khususnya mereka

yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyaraka! sedangkan

kuesioner diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang menerima

pelayanan. Adapun Pejabat yang diwawancarai adalah: Camat Kecamatan

Medan Helvetia dan Lurah se-Kecamatan Medan Helvetia. Sedangkan

pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan cara mengumpplkan datadata

melalui satu teknik riset Perpustakaan (library research) untuk melengkapi

data primer yang telah penulis dapatkan dari riset, maka penulis juga

mengambil data sekunder dari berbagai sumber antara lain buku-buku,

literatur, dan majalah-majalah yang berhubungan dengan objek penelitian.
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3.5. Definisi Konsep dan Operasional

Variabel dalam penelitian ini merpakan variabel tunggal yaitu kualitas

pelayanan publik, berdasarkan konsep tersebut maka dapat jelaskan bahwa :

a. Etika birokrasi adalah suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam

menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus

menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi,

b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan maupun dalarn rangka pelaksanaan

ketentuan perafuran perundang-undangan.

a. Etika birolcasi dalam pelayanan publik adalah: suatu cara dalam

melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang

mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang

mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik.

b. Etika birokrasi dalam pelayanan public diukur dengan indikator :

efesiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal,

responsibilitas, akuntabilita$ danresponsivitas.

3.6.Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalarn penelitian ini dilakukan Gknik analisa data yaitu metode

deskriptifi, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian

diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang

diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisa data{ata yang

telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan khususnya dari penyebaran angket
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akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel fiekwensi.

Analisa tabel tunggal (frekwensi ) ini dimaksudkan untuk memperinci data-data

sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban reesponden,

sehingga akan dapat diketahui datayang paling dominan, atau yang paling besar

persentasenya.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.

Berdasarkan uralan‐ uraian pada bagian terdahulu9 dapat dialnbil beberapa

kesimpulan tentang etika birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Calnat

Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan sebagai berikut:

1. Etika birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Calnat Kecarnatan Medan

Helvetia Kota Medan yang diukur dari,kebenaran ctruth),kebaikan

fg00dness),keindahan fbeautyl,kebebasan(libeり ,persamaan(Cqualityl,

keadilan cuStiCe)secara umum belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan

baik tentama yang beFkaitan dengan aspek kebenaran, kebaikan dan

keindahan..

2. Faktor―faktor yang mempengaruhi pelaksanaan etika birohasi dalaln

pelayanan publik di Kantor Canlat Kecalnatan Medan Helvetia Kota Medan

adalah :  faktor kepemmpman dan sllmberdayao Darl kedua faktor yang

berhubungan tersebut faktor sumbcrdaya manusia yang berkaitan dcngan

kemampuan dan keterampilan memiliki tingat signi■ kansi yang sangat nyata

atau sangat signiflkan terhadap kineJa pelayanan publik.Perbaikan dari

faktor‐faktor yang mempchgaruhi kincJa pelayanan temtama peningkatan dan

penyempumaan pada aspek:kemampuan dan keteralnpilan,sistem dan

prosedur pelayan,faktor organisasi,pengawasan,konsistensi aparat birokrasi
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dalam pelayanan serta faktor komunikasi, hal-hal tersebut diatas akan secara

linear menaikkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

6.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan etika birokrasi dalam pelayanan

publik di Kantor Camat Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, maka perlu

dipatuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk

semua jenis urusan atau pelayanan di kantor Camat Medan Helvetia serta

bagan alur proses pembuatan kartu keluarga dan e-ktp yang telah ditetapkan

yoleh Dinas Kependudukan Kota lvledan.

Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh aparut kecamatan dan kelurahan

serta kepala lingkungan tentang pentingnya etika birokrasi dalam pelayanan

publik , peningkatan sumber daya pegawai dan kepala lingkungan ,

keteladanan bagi seluruh pemangku jabatan di lingkungan Kantor Camat

Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan serta peningkatan pengawasan dan

pemberian sanksi sesuai ketentuan bagi seluruh pagawai ata,l kepala

lingkungan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan harus dilaksanakan sesuai

dengan etika pelayanan publik pada Kantor Camat Kecamatan Medan

Helvetia Kota Medan yaitu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap

masyarakat agar melakukan komunikasi yang ramah dan santun dengan

3.
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masyarakat pengguna layanan, ketepatan waktu penyelesaian layanan,

tmnsparan dalam penjelasan pelayanan O rupiah buat semua jenis layanan,

akuntabel, serta psningkatan samna dan prasarana layanan di loket ruang

tunggu pelayan.

t29
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